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TENTANG

PERSETUJUAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON HASIL PEMILU TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti hasil verifikasi kelengkapan
administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cirebon hasil Pemilu Tahun 2019
Tahun Anggaran 2022 dan sesuai Pasal 24 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan
Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang
Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2019
Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa  Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1770},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran  Daerah Kabupaten  Cirebon
Tahun 2007 Nomor 15};




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon {(Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1};

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 Nomor 89);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 31);

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor : 464/PL.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Nomor : 465/PL.01.9-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019
tentang Penetapan Calon Terpillh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten  Cirebon
Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Persetujuan penyaluran bantuan keuangan kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cirebon hasil pemilu Tahun 2019
Tahun Anggaran 2022, dengan rincian besaran bantuan
keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

Nilai Bantuan persuara untuk Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2019 adalah
sebesar Rp3.000, 00 (tiga ribu rupiah).

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2022
BUPATI CIREBON,
e
'y
IMRON
Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon,;
7. Yth. Ketua DPC/DPD Partai Politik yang bersangkutan di Kabupaten Cirebon.



Lampiran

Nomor
Tanggal
Tentang

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

: 978 / Kep. 380- Bakesbangpol/2022
22 Juli 2022

: Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil

Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2022

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON HASIL PEMILU TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH NILAI BESARAN BANTUAN
NO NAMA PARTAI PEROLEHAN BANTUAN | (Jumlah Suara X Nilai
SUARA PERSUARA | Persuara)
1. | Partai Kebangkitan 219.970 Rp3.000,00 Rp659.910.000,00
Bangsa (PKB})
2. | PDI Perjuangan 193.035 Rp3.000,00 Rp579.105.000,00
3. | Partai GOLKAR 141.744 Rp3.000,00 Rp425.232.000,00
4. | Partai GERINDRA 141.479 Rp3.000,00 Rp424.437.000,00
5. | Partai NASDEM 117.098 Rp3.000,00 Rp351.294.000,00
6. | Partai Keadilan 93.137 Rp3.000,00 Rp279.411.000,00
Sejahtera (PKS)
7. | Partai DEMOKRAT 88.767 Rp3.000,00 Rp266.301.000,00
8. | Partai HANURA 39.590 Rp3.000,00 Rp118.770.000,00
JUMLAH 1.034.820 Rp3.104.460.000,00
Suara

BUPATI CIREBON,

IMRON

Dewan




